
160 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Arief, Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

 

__________________, 2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada 

Media Grup, Jakarta. 

 

Asshidiqie, Jimmly, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Black, Henry Campbell M. A., 1968, Black’s Law Dictionary, West Publishing 

Co, St.Paul, Minn. 

 

Dipradja, R. Achmad Soema, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, 

Bandung. 

 

Effendi, Tolib, 2015, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang. 

 

Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaan RI :Posisi dan Fungsinya dari Perspektif 

Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

 

Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2015, Pre-Trial Justice Discretionary 

Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

 

Hamzah, Andi,  2006, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi¸Sinar 

Grafika, Jakarta. 

 

____________, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Harahap, Yahya, 2015, Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, 

Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Hiariej, Eddy O.S., 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum, Penerbit 

Erlangga, Jakarta.  

 

_______________, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, 

Jakarta. 

 

_______________, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya 

Atma Pustaka, Yogyakarta. 

 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



161 

 

 

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Kenedi, John, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem 

Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

 

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan 

Hukum Nasional, Alumni, Bandung. 

 

Lamintang, PAF, 1984, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut 

Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar 

Baru, Bandung. 

 

______________, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya 

Bakti, Bandung. 

 

Mansyur, Ridwan, 2010, Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan 

dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 

Jakarta. 

 

Marpaung, Leden, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & 

Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Edisi Kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta. 

 

MD, Moh. Mahfud, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

_______________, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta. 

 

___________________, 2015, Teori Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 

Yogyakarta. 

 

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang. 

 

Mulyadi, Lilik, 2015, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 

Penerbit Alumni, Bandung. 

 

Prakoso, Djoko, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum 

Acara Pidana, Bina Aksara,  Jakarta. 

 

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia: Edisi 

Ketiga, Refika Aditama, Bandung. 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



162 

 

 

 

Purba, Jonlar, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif 

Ringan dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, 

Jakarta. 

 

Revana, Dey, 2004, Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan 

Masyarakat dalam menanggulangi Kejahatan lentera menuju 

perubahan), Bandung. 

 

Reksodiputro, Mardjono, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan 

Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

Sasangka, Hari et al, 1996, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan: 

Edisi Kedua, Dharma Surya Berlian, Surabaya. 

 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 

Rajawali Press, Jakarta. 

 

_______________, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, 

Kharisma Putra Utama, Jakarta. 

 

Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.  

 

Sumardjono, Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2015, Dasar-dasar Ilmu Politik, 

Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Ketut Sumedana, 2020, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-

Nilai Pancasila, Genta Publishing, Yogyakarta. 

 

Suriasumantri, Jujur S., 1986, Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik : 

Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini, Gramedia, 

Jakarta. 

 

Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori 

dan Praktik, Rajawali Pers, Depok. 

 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



163 

 

 

Wahid, Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif dan Keadilan Konvensional 

dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta. 

 

Wahyono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan Atas Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

 

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

 

Waluyo, Bambang, 2017, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restoative Justice, 

Raja Grafindo, Depok. 

_______________, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan 

Restoratif dan Transformatif, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Yulia, Rena, 2013, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76) 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82) 

 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 194) 

 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



164 

 

 

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) 

 

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 621) 

 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan 

Pedoman Keadilan Restoratif (Restorative Justice). 

 

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 811) 

 
 

C. Tesis dan Disertasi 

 

Atmaja, Hendra Kusuma, 2018, “Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam 

Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, Disertasi, Program Doktor Ilmu 

Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  

 

Nugraha, Gamal Prasetya, 2018, “Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana”, Tesis, Program Pascasarjana Magister 

Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. 

 

Siregar, Sari Mariska, 2020, “Kajian Penerapan Diversi Berbasis Keadilan 

Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum”, Tesis, Program 

Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. 

 

Siregar, Sepuh A. I., 2019, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan 

Melalui Mediasi Penal Sebagai Implementasi Restorative Justice di 

Kepolisian Resor Sleman”, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi. 

 

D. Putusan Pengadilan 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap 

UUD 1945. 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



165 

 

 

 

E. Jurnal 

 

Effendi, Tolib,  “Re-Evaluasi Sistem Penuntutan dalam KUHAP”, Jurnal Media 

Hukum, Vol. 19, No.1, Juni 2012. 

 

Hellina, Apong, “Restorative Justice”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. 

III, September 2004. 

 

Mamengko, Johana F.R., “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana 

Ekonomi”, Jurnal Lex Crimen, Vol. I, No. 1, Januari-Maret 2012. 

 

Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana dari Reributif ke Restoratif”,  Jurnal 

Litigasi, Vol. 6, No. 3, Oktober 2005. 

 

Ridwan, “Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah”, Jurnal Hukum, No. 18 Vol 8, Oktober 2001. 
 

Sefriani, “Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di 

Indonesia”, Jurnal Rechtvinding, Vol. 2, No 2, Agustus 2013. 

 

Tampoli, Daniel Ch. M., “Penghentian Perkara oleh Jaksa Berdasarkan Hukum 

Acara Pidana”, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, Februari 

2016. 

 

F. Internet 

Abi, 2009,  Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara, 

https://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/~Regional~Jaw

a, diakses pada 27 April 2021. 

 

Herlambang, Dwi, Penerapan Keadilan Restoratif Polri dan Kejaksaan Belum 

Maksimal, https://www.validnews.id/Penerapan-Keadilan-Restoratif-

Polri-dan-Kejaksaan-Belum-Optimal--suA, diakses pada 26 Oktober 

2020. 

 

KBBI, Wenang, https://kbbi.web.id/wenang, diakses pada 16 Maret 2021. 

 

KBBI, Fasilitator, https://kbbi.web.id/fasilitator, diakses pada 14 April 2021. 

 

KBBI, Mediator, https://kbbi.web.id/mediator, diakses pada 14 April 2021 

 

The Law Dictionary, Facilitator, https://thelawdictionary.org/facilitator/, diakses 

pada 14 April 2021. 

 

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/~Regional~Jawa
https://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/~Regional~Jawa
https://www.validnews.id/Penerapan-Keadilan-Restoratif-Polri-dan-Kejaksaan-Belum-Optimal--suA
https://www.validnews.id/Penerapan-Keadilan-Restoratif-Polri-dan-Kejaksaan-Belum-Optimal--suA
https://kbbi.web.id/wenang
https://thelawdictionary.org/facilitator/


166 

 

 

The Law Dictionary, Mediator, https://thelawdictionary.org/mediation/, diakses 

pada 14 April 2021 

 

Yasin, Muhammad, 2020, Tanpa Pengakuan Bersalah Keadilan Restoratif Sulit 

Dicapai, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50b6f36a777/tanpa-

pengakuan-bersalah--keadilan-restoratif-sulit-tercapai, diakses pada 9 

November 2020. 

 

________________, 2020, Penghentian Penuntutan demi Restorative Justice 

Perlu masuk RUU Kejaksaan, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90e1d9d0e8f/penghentian-

penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan, 

diakses pada 14 April 2021. 

  

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
AULIA PRADIPTA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://thelawdictionary.org/mediation/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50b6f36a777/tanpa-pengakuan-bersalah--keadilan-restoratif-sulit-tercapai
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50b6f36a777/tanpa-pengakuan-bersalah--keadilan-restoratif-sulit-tercapai
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90e1d9d0e8f/penghentian-penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90e1d9d0e8f/penghentian-penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan



